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1. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering U1u Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ten tang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik!
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) menjadi Pedoman Penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
serta RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Uiu Timur
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ogan Komering Uiu Timur Tahun 2019.

BUPATIOGANKOMERINGULUTIMUR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

TENTANG
RENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAH(RKPD)

KABUPATENOGANKOMERINGULUTIMURTAHUN2019

PERATURANBUPATIOGANKOMERINGULUTIMUR
NOMOR ';1- TAHUN2018
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ten tang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan=
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9
Tabun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering
VIu Timur Nomor 31 Tahun 2008 ten tang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Ogan Komering VIu Timur Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering
Vlu Timur Tahun 2008 Nomor 31);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Bidang Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Uiu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Viu Timur Tahun!
2011 Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
ten tang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);



IV

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering/
Uiu Timur;

Pasall

BAB I
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
TENTANGRENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAH(RKPD)
KABUPATENOGANKOMERINGULUTIMURTAHUN2019

21. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta
Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan
Komering Ulu Timur Nomor 90 Tahun 2017 ten tang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ogan
Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan­
Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di
Kabupaten Ogan Komering Uiu Timur (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017
Nomor 90).

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017
Nomor 21).

Menetapkan
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Pasa14
1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019

secara rind sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

BABIII
PENYUSVNANDAN PELAKSANAANRKPD TAHUN 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Tahun 2019 disusun dengan tujuan
untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019.

Pasa13

f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHANDAERAH

g. BABVII PENUTUP

PENDANAANDANKERJAe. BAB V RENCANA
DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Tahun 2019 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
a. BAB I PENDAHULUAN

b. BAB II GAMBARANUMUM KONDISI DAERAH

c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH

d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal2

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering
Uiu Timur;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Uiu Timur;

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering DIu Timur;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Ogan Komering Uiu Timur;

5. RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Tahun 2019.



VI

BERITADAERAHKABUPATENOGANKOMERINGULUTIMUR
TAHUN2018 NOMOR ~l

IDRUS ~USA

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Diundangkan di Martapura
pacta tanggal, <; ?jV·. 2018

D

Dicetapkan di Ma~tapura
pada tanggal, 4 ·)Jh.~2018
BUPATIOGANKOM INGULUTIMUR,

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan, agar
setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan III 1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BABIV
KETENTUANPENUTUP

Pasal5

2. Rencana Kerja Tahunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan
menggunakan bahan dari Rencana Kerja (Renja) OPD untuk
jangka waktu 1 (Satu) tahun;

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Tanun 2019 disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pe1aksanaan dan pengawasan.


